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PENJUALAl~ KENDARAAN PERORANGAN DINAS 

DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE 

TENTANG: 

PERATlJRAI\J BUPATI KONAWE 
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1. Unci;:mg-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang .. LJnd~ng Nornor 28 Tahun 1!'.l99 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih 
Dan Beoas Dari Korupsi, Kolusi DRn Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndonesla Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesi a Nomor 38fi 1); 

3. Und:=mg-Undang Nomor 17 Tahun ?003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik lnrionssla Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonssia Nomor 4286); 

4. Undang-Jndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(l.ernbaran Negr1rn Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
l.embaran Nenarn Repuhlik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

: a. hahwa Kenrjarnan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas milik 
Pemerintah 0Rernh yang tidak efisien lagi dan kondisinya membebani Keuangan 
Pernsrintah Drler::ih perlu dilakukan penghapusan; 

b. bahwa bsrdasarkan Pasal 60 Peratnran Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang 
PP.nJelolaan Rarang Daerah Kabupaten Konawe, Penjualan Kendaraan 
Peroranqan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah 
Kabipaten konawe ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa bsrdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas dipandang 
perln ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Menimbang 

8UPAT! KON.AWE, 

TENT ANG 
PENJU,~,U\N KENDARAP,N PERORANGAN DINAS DAN 

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH 
t<.ABUPATEN KONAWE 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOH : 16 TAHUN 2010 

BUPATI KONAWE 



18. Pen:ituran ~enteri Dalam Negeri Nomor 17 Tabun ?007 tentring Pedoman 
PP.ngelol3an' R.::irnns Daerah; 

11. Perntm.:m l\lenteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 19~7 tentang Tuntutan 
Perhendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 

14. KP.pub1!;an Menteri Dalarn Negeri Nomor 49 Tahun ?001 tentang Sistem 
lnformasi M~majemF!n Rarang Daerah; 

i 
15. Kep11hHJan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1?. Tahun 2003 tentang Pedoman 

PenH::iian Barang Daerah; 

rn. PP.rntur;m MP.nteri Dalarn Negeri No 7 Tahun 2006 tent::ing Standarisas] Sarana 
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

17. Pemt11rnn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ?006 tentang Pedoman 
PP.nnP.lol::ian Kauanoan naernh: ~ ~ ' 

11. Peraturan Pernermtah Nomor n T ahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik 
NP.mira/OaP.rnh (I ernbaran Neoara RP.n11hlik lnrlone~ia Tahun ?OOn Nomor ?O. oJ . \ . .J ,· . . . ' 

Tamhahan lambaran NP.g::ira Repuhlik Indonesia Nomor 4fi09; 

1?. Kenutusan Presidan Nomor !) Tahun 198::\ tentano Penhoanusan Psnvadiaan ,- . . . . . . - . . - - . - . - - ..., . " . . - - ' - - - - 

Kendarnan PP.rornnn::in Dinas: 
- .. '"'' - ' 

10. Peraturan Pemerintah Nomor ?4 Tahun 2005 tsntano Standar Akuntansl - - - . .. - - - . ~ - - - - - . - - - ...., - - . - - - - - 

PemP.rintahan (I smbaran Negarr1 Repuhlik Indonesia Tahun ?005 Nomor 49, 
Tamhahan I :~mh,mm Nsoara Rsnubllk lndonesia Tahun ?005 Nomor 45m: . . . - . . - . "..J" . . •• • .. . - - . . . - - . - • 

~- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penj11alan Kendaraan 
Pemrangan Dinas Milik NP.garn [lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
rn71 Nnmor 59_ Tamhahan l.embaran NP.ar1rr1 RP.n11hlik Indonesia Nomor 2967): - ' . - - . - " - -v· - ·1· - - - - . . - I' 

8. \lnrfan9-1mdan9 Nomor 1~ Tahun ?004 tentang Perimhangan Keuangan antara 
PmnP.rintah Pusat rlan Pemerintahan Daerah (I emharan Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 ?R, Tarnbahan l.embaran Negara Republik 
lndonesia Nornor 44~8): - - . . .. . -,, 

5 t Jnrlr1n9-l Jnrfan9 Nnmor 10 T ahun ?004 tentang Pembentukan Peraturan 
PP.nmrl;:ing-1mrl;:ingr1n (I ernharan NP.gara Repuhlik Indonesia Tahnn ?004 Nomor 
5'.\ Tambahan I nmbaran Negara Rer:iublik Indonesia Nomor 4~89); 

fi. llnd;:ing-Unrl,mg Nomor ~? Tahnn 2004 tentang PP.mP.rintahan Daerah 
(I ernharan NP.nAra Renuhlik lndonesia Tahun 2004 Nomor 12!i Farnhahan \ . ; - . ' - ..., - -1·.. - - - - - - - - - - • - . - - 

lernbaran Neg ma Repuhlik Indonesia Nomor 4437); 

7 Psraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 1999 tentang Pegelolaan dan 
Psrtanoounn .lawaban KP.uanaan Daerah (I smbaran NP.aarn RP.nuhlik tndonssla - - ,J..J ..., • - . - oJ . . - \ - - - - - ..., - ,. . - - - - . 

Tahun Hl9~ Nornor ?O?. Tarnbahan Lsmharan Nenara Rern,hlik Indonesia I - - . • • - - ..J" . -,- . • ' . - 

Nomor 40??): - ,, 

J 



(1} Kendaraan Dinas yang dapat dijual tP.rdiri dari : 
a) KAndara;,m Peroranqan Dinas. 
b) Kendaraan Dinas Operasional 

Pasal2 

KENDAR.t.AN D!NAS YANG Dl\PAT D!JUAL 
Al\A II 
~l \1.,.1 II 

10. 

9. 

8. 

Barang Daerah adalah Semua Kekayaan Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak 
beserta hag1~nb3gianny3 ataupun y,mg merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai dan dihitung. 

Ksndaraan Peroranqan Dinas adalah Ksndaraan Berrnotor yang dipergunakan oleh Bupati dan 
Wakil Bup::iti serta Ketu::i DP.wan Perwaki'an Rakyat Daerah; 

Kendaraan Dlnas Opsraslonal Perkantoran adalah Kenrlaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 
2 (dua) yang digunakan untuk Kepentingan Dinas; 

Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk 
melavani Keosntlnoan Umum 

I • v 

6. 

7. 

Wakil Kepalri Daerah adalah Wakii Bupati Konawe; 

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adali'.1h Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kahunaten Konawe 
~ . J I 

selanjutnya disehut DPRD Kabupaten Konawe ; 

Peaawai adalah Peoawai Neoeri Sioil Dasrah Kabunaten Konawe: 
ltJ V \J I I • 

Keoa·la Daernh acialah Bunati Konawe: "I - • - - - - • . - I . -- - . - ' 3. 

4. 

5. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sehagai Unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah; 

Dalam Peraturan ini vano dimaksud denoan · 
I W ~ 

1. Daerah ::idalah Kabunaten Konaws: - - . - - - . - - .. - - - ·, 

D'.'.lc'.'.ll 1 
I \AtJt.AI I 

~(l=Tl:t-.lTI 1!11\1 111\Al ltlA 
I '-l- I ... , .. I VI \l' \JlflVl'tl 

PEMER!NTAH DAERAH Kt1.BUPATEN KONAWE 
D!NAS OPERAS!ONAL tiAII II( ......... \ 

pi:;p()QHl~l1t-.l 
I ,._, ,..._,, V \l'IVI U'I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI K.ONAWE TFNTANG PEN.JUALAN KENDARAAN 

ME:MUTUSKAN: 

I· 



Kesempatan untuk memheli kendsraan !,ehag~imana dimaksud pasal 2 ayat (1) hanya herlaku 1 (satu) 
kali kecuali dalam tenaaana waktu 10 (sern1luh) tahun. 

ftJtJ V \ l I 

Untuk daoat mernoef Kendaraan Peroranoan Dinas dan Kendaraan Dinas Onerasional harus memenuhi 
1· 1-J I 

syarat sebagai berikut : 
a) Bupati dan Wakil Bupati yi=mg rnasa [abatannya lehih dari 5 (lima) tahun atau telah berakhir; 
b) Ketua Dew~n Perwakilan R.=ikyaf Daeran yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atau lebih 
c) PegAwfli pemngsmg kP.ndF,JraAn y::mg tel::ih mamlllki masa kerjA 10 (r..epuluh) tahun dan 

diutamakan bagi Pegawai y;:mg akan msmasuki penslun; 
d) Anggota Dewan Perwakilan Raky:1t Daerah yang mempunyai masa hakti 5 (lima) tahun atau 

!ebih. 

PERSY/1.R,ti,T,AJJ UNTUK MEMBEL! KENDAR.AuA,N D!NAS 
AL\A 111 
I.JI \IJ 111 

dan tidak P.fisien laoi. .., 

Kendaraan vana telah berurnur 10 (senuluh) Tahun dan telah ada oenaaantinva atau rusak berat 
I -.I \ I I I 'IJ,J .J 

Ooerasional vana diounakan nleh Dewan Perwakilan Rakvat Oaerah. 
I I 'IJ 'tJ ,I 

(3) Kendaraan Dinas Ooerasionst Khusus vane dimaksud oada Pasal 2 Avat (2) ooin lb) diatas vaitu 
\ I I .I 'tJ 1 .I \ I I \ I I 

(2) Kendaraan Dinas Onerasional vane dimaksud avat ( 1) diatas termasuk kendaraan Din as 
\ I I ,/' IJ ,I \ I 

selaniutnva dioindabtanoankan: 
J I t t,J I 

karena rusak herat serta tidak etisien laoi baoi keneriuan Oinas daoat diusulkan untuk dihaous 
V V I I I 

(1) Kendarnan Dinas Oneraslonal vane tetah herumur lehih 7 (Tuiuh) Tahun atau lebih dan atau 
\ I I .J '°' \ J I 

Peniualan Kendaraan Peroranosn Dinas sebaaaimana dimaksud dalam avat (1) tidak boleh 
.J -- 'IJ V , \ I 

menoaanc:mu oelaksanaan Tuoas Pemerintahan di Daerah. 
'IJ'IJ >JV I 'IJ 

(2) 

Kendaraan Perorangan Dinas yang dig1makan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang telah berumur 7 
(Tuiuh) Tahun atau lehih daoat diiual 1 (satu) buah : 
\ ' I I ., \ I ' 

(1) 
\ I 

(2) Kendaraan Dinas Operasional sehaqairnana rlimaksud ayat (1) huruf b meliputi: 
a) Kendara::m Dinas Onerasional Perkantoran. 

I ' 

b) Kendaraan Oinas Opsrasional Khusus. 



a. Pemerintah Kabupaten Konawe masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut. 
b. Kendarn:::m f P.rsl~but rnasih tet..:30 dinermm..:3kan oleh Peoawai vana hersanakutan untuk keoerluan 

I I '-1 V # \J V I 

Dinas, sedangkan btaya perhaikan/pemeliharaannya menjadi tanggungan pegawai yang 
hersangkutan. 

c. Pegawai yang bersangkutan dilamnH rnenjual, menyewakan, menggadaikan atau meminjamkan 
kendaraan bermotor vana meniadi tanoounolawabnva keoada oihak ketiaa. 

J V J · VV tJJ J I ·I V 

Pasal 11 

Selama Kendarn;m hermotor helurn dihavar lunas maka berlaku ketentuan sebaoai berikut : 
J .., 

Semua hasil penj11alan kandaraan sebaqairnana dirnaksud Pasal (9) di atas disetor secara bruto ke Kas 
Daerah melalui Be~dahara PenFirimaan pr.3da Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Konawe 

Pasa!10 

oenandatanoanan nerianiian iual beli. 
I V I J J J 

Semua oenaeluaran untux oerbaikan kendaraan vana akan dibeli. vana telah dikeluarkan oleh 
I ...., l ,I V ' ,I V 

Pemerintah Daerah dalarn ianoka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanva oersetuiuan neniualan. 
J V \ I I I J I I ' 

meniadi tanammaan nemeoanomembell dan harus dibavar secara tunai sebelum dilakukan 
I '-'"" tJ I V V ~ I 

2) 

Pembavaran haraa oemhelian daoat dilakukan secara heranasur selama ianaka waktu maksimal 2 
,I V I I V ,J V 

l dua \ T ahun: 
\ I • 

1\ 
I 

D-:15-:1j O • u. \.A v 

oroses oelelanaan. I I .., 

lnformatika Kabunatsn Konawe, vane selaniutnva nilai taksiran kendaraan tersehut ditawarkan dalam I - ,I V - J ,I 

Harga jual bagi Kendaraan Dinas Operasional nilainya ditetapkan berdasarkan taksiran Panitia Penjualan 
Kendaraan Dinas atau unit keria vane berkomneten dalam hal ini Dinas Perhubunaan Komunikasi dan 

J ,I oJ I V 

dari haraa umum/oasarar. vane berlaku. 
"" • ,I ..., 

(2) Bagi Kendaraan yang telah berumur diatas 8 (delap:=m) tahun harga jualnya 20% dari harga 
umurn/oasaran vana herlaku. I ,I - V 

(1) Baai Kendaraan vana telah bsrurnur 5 (lima) samnai denaan 7 (tuiuh) tahun haraa iual adalah 40% 
\ I V J tJ \ I I V \ J I tJ I 

Haraa iual Kendaraan Peroranoan Dinas dan ditetankan sebaoai berikut : 
\J ' V I W 

D-:1c-:117 
I UVUI I 

PENETAPAN HARGA PENJU.J)..Ul,N DAN CARA PEMBAY,t..P}1JJ 
B/'·,B !V 

,_J: __ 



SERITA DAERAH KABUPATEN.KONAWE TAHUN 2010 NOMOR: 104. 

Diundangkan di Konawe 
Pad a tang gal . ·'*· ~. :: ... ~.:: ... ~lo 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE, 

H. LUKMAN ABUNAWAS 

Ditetapkan di : Unaaha 
Pada tanggal : :..p. r: ~ -201 O 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada.fanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kabupaten Konawe. 

Pasal 14 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan 
diatur tersendiri. 

Pasal 12 

Apabila masa pelunasan kendaraan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan dan atau 
Pemegang/Pembeli Kendaraan tidak dapat melunasi kendaraan tepat pada waktunya, maka Pemeritah 
Kabupaten Konawe berhak menarik kernbali kendaraan tersebut. 


